
Pengadaan Barang/Jasa
Di Unit Kerja/Fakultas

Pusat Pengadaan dan Logistik (P2L)

teguhris@ugm.ac.id



Peraturan Rektor tentang PBJ Universitas

Peraturan Rektor ini dapat di 
unduh di website P2L dengan
alamat: 

http://p2l.ugm.ac.id
Pada menu regulasi

http://p2l.ugm.ac.id/


• Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP) :
adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Rektor untuk
mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja UGM.

• Petugas Pengadaan (PP) :
adalah pelaksana administrasi
yang bertugas melaksanakan
pemilihan melalui metode
pengadaan langsung, penunjukan
langsung, e-purchasing, dan/atau
e-assignment





Pembagian Kewenangan PPP

Surat Edaran Nomor: 6971/Un1.P.Iv/P2l/Pl.00.01/2022 Tentang
Mekanisme Kewenangan Pengelolaan Paket Pengadaan Pejabat Pembuat Perjanjian

Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada





No Jenis Pengadaan Pelaksana
Pengadaan

Aplikasi Pendukung Alamat Url

1 e-Purchasing (Konsumsi) PPP, petugas
pembeli/sekretariat

SIPINTER - Konsumsi https://sipinter.ugm.
ac.id

2 e-Assignment (Jasa Persorangan) PPP, PP SIPINTER -
Perseorangan

https://sipinter.ugm.
ac.id

3 Pengadaan Langsung dengan nilai
paling tinggi 50 juta (kuitansi
langsung)

Eselon 3, eselon 4 
dan petugas
pembeli (buyer)

SIMPEL (pada saat
pembayaran saja)

https://p2l.simaster.
ugm.ac.id/

4 Pengadaan Langsung antara 50 –
200 juta

PPP dan PP SIMPEL https://p2l.simaster.
ugm.ac.id/

5 Penunjukkan Langsung dengan
nilai paling tinggi 1 M (Dit Aset
2,5 M)

PPP dan TPP SIMPEL (pada saat
pembayaran)

https://p2l.simaster.
ugm.ac.id/

6 E-Tendering dengan nilai paling 
tinggi 1 M (Dit Aset 2,5 M)

PPP dan TPP E-Tendering Sipinter
dan SIMONEV

https://sipinter.ugm.
ac.id



Pengadaan Langsung



Pengadaan Barang/Jasa bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengadaan
Langsung

Barang

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Lainnya

Jasa Konsultansi



SOP Pengadaan Langsung s.d 50 juta



SOP Pengadaan Langsung (50 – 200 juta)



Penunjukan Langsung



Penunjukan

Langsung

METODE  Penunjukan Langsung

Kondisi Khusus

Kondisi Tertentu

Perikatan Oleh 

Pimpinan Unit Kerja

Perikatan Oleh PPP



❑ Tanpa Persetujuan/ijin Rektor

❑ PPP Struktural Eselon 3/Staff Fungsional P2L

a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 

(satu) Pelaku Usaha yang mampu; 

b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat

dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin

dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk

mendapatkan izin dari pemerintah; 

c. Pekerjaan Konstruksi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari

kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia; 

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai dari kegiatan

Penelitian; 

e. pekerjaan lanjutan akibat putus Perjanjian; 

f. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau

yang tercantum dalam sistem E-katalog pemerintah atau E-katalog UGM; atau

g. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses

oleh masyarakat. 

METODE  Penunjukan Langsung Kondisi Tertentu
Kriteria Barang/Pekerjaan Konsruksi/Jasa Lainnya



Persiapan Penunjukan Langsung
berdasarkan e-Katalog Pemerintah

1. Unit Kerja melakukan survey barang yang dibutuhkan di situs e-katalog
pemerintah

2. Setelah mendapatkan barang yang dibutuhkan, perlu dipastikan TKDN-
nya, jika TKD kurang dari 25% maka perlu membuat surat ijin ke Rektor

3. Prosedur pembuatan surat permintaan penunjukan langsung berdasarkan
e-katalog dapat dilihat pada tayangan sebagai berikut:

file:///C:/Users/asus/Videos/Panduan Arsip Link di The Internet Archive.mp4
file:///C:/Users/asus/Videos/Panduan Arsip Link di The Internet Archive.mp4
file:///C:/Users/asus/Videos/Panduan Arsip Link di The Internet Archive.mp4


Proses Penunjukan Langsung > 200 juta

1. Pimpinan Unit Kerja menyampaikan surat permohonan 
pengadaan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
yang didalamnya memuat referensi e-katalog pemerintah

2. Pimpinan P2L mendisposisi kepada Kabid Pengadaan yang 
selanjutnya menugaskan Tim Pemilihan Penyedia (TPP) 
melalui Kasubbid Layanan Pengadaan

3. PPP dan TPP melakukan kaji ulang untuk menyamakan
persepsi

4. TPP memproses Penunjukan Langsung dengan mengundang
rekanan dan melakukan evaluasi disertai dengan negosiasi
bersama dengan PPP.

5. PPP menandatangani Dokumen Perjanjian bersama dengan
rekanan yang ditunjuk

6. Rekanan melaksanakan pekerjaan
7. PPP mengeluarkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan

rekanan yang sudah selesai dan dilanjutkan dengan
permintaan pembayaran ke PUMK lewat Sistem Aplikasi

8. PUMK melakukan pembayaran ke rekanan lewat Sistem
Aplikasi



Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dasar Hukum Kewajiban Penggunaan

Produk Dalam Negeri

Peraturan Rektor UGM 
No 12 Tahun 2022

Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Universitas Gadjah Mada

Pasal 73
Pengadaan Barang/Jasa di UGM 
menggunakan produk dalam negeri



Penggunaan Produk Dalam Negeri
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